
BUPATI PINRANO 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATJ PINRANG 
NOMOR .33 TAHUN 2023 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANJSASI, 1lJGAS DAN FUNGSJ 
SERTA TATA KERJA SADAN KESATIJAN BANGSA DAN POLITIK 

DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PJNRANG, 

Menimbang: 

Mengingat: 

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisa.ai, Tugu dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Sadan Kesa.tuan Bangaa dan 
Politik telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Pinrang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisa.si, Tugaa dan Pungai, Serta Tata 
Kerja Sadan Keaatuan Bangsa dan Politik; 

b. bahwa Pere.turan Bupati aebagaimana dimak.sud 
dalam huruf a, sudah tidak aesuai lagi dengan 
perkembangan dinamika penyelenggaraan 
pemenntahan daere.h serta perkembangan peraturan 
perundang-undangan dan kebutuhan penyetenggaraan 
tugaa dan fungsi Sadan Kcsatuan Bangsa dan Politik, 
sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, 
Susunan Organisaai, Togas dan F'ungsi Serta Tata 
Kerja Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik lndoneaia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta.ng 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik lndoneaia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagmmana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keclua Atas 
Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembare.n Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomoc 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonea!a Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembatanl 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah jLcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang·Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ctpta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Adminiatraai Pemenntahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, To.mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagairnana telah d1ubah dengan Pcraturan 
Pcmerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Peruba.han 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64021; 

7. Pcraturan Pcmerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Siptl (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebapimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Neg,eri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor6477); 

8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nornor 7 Tahun 2022 tcntang 
sistem Kcrja pada lnstansi Pemerintah untuk 
Penycderhanaan Birokrasi {Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

9. Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pembcntukan den Suaunan Perangkat 
Oacrah {Lembaran Oacrah Ka bu paten Pin rang Tahun I 2020 Nomor 6). 
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MEMUTIJSKAN ; 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASJ, TI.JOAS DAN FUNGSJ SERTA TATA KERJA 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

BAB I 
KETENTIJAN UMUM 

Pa,aJ i 
Dalain Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupatcn Pinrang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pcmerintah Kabupaten Pinrang. 
3. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretari!il Oaerah Kabupaten Pinrang. 
5. Sadan adalah Sadan Kcsatuan Bangsa dan Politik Kabupe.ten Pinrang. 
6. Kepala Sadan adalah Kepala Badan Keeatuan Bangaa dan Politik Kabupaten Pinrang. 
7. Ptjabat Pembina Kepegawaian yang 9eJanjutnya dreingkat PPK adalah 

pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhcntian Pegawai ASN dan pembinaan 
manajemen ASN di instansi pemerintah aeauai denga.n kctentuan 
peraturan perundang-undangan. 

8. Pejabat Pembma Kepega.waian yang sclanjutnya disingk.at PPK ada1ah 
Bupati Pinrang. 

9. Aparatur Sipil Negara adalah istilah kelompok profesi bagi pegawai· 
pegawai yang bekerja pada lnstanai Pemerintah baik di tingkat Pusat 
m.aupun Daerah. 

10. Pcjabat yang Betwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat 
yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang·undangan. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan yang beris.l 
fungai dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

12. Togas adalah lkhtisar dari keseluruhan tu gas jabatan. 
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan peajabaran dari tugas. 
14. Uraian tugas adalah papa.ran atau bentangan atas semua tugasjabatan 

yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegangjabatan. 

BAB II 
KEDUDUKAN 

Pasal2 
Badan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 1 angka S, dipimpin oleh Kepala 
Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaria Daerah. 

BAB Ill 
SUSUNAN ORGANJSASI 

Pa,aJ 3 
(I) Susunan Organis.a.si Badan terdiri atas : 

a. Kepala Sadan; 
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b. Sekretariat Sadan ten:liri atas; 
I. Subhegian Program; 
2. Sub Bagi.an Keuangan; dan 
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang ldeologi, Wawasa.n Kebangsaan dan Karakter Bangsa; d. Bidang Politik Dal&n Negeri; 
c. Bidang Ketahanan Ekonomi, SosiaJ, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan; 
f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan Struktur Organisa.si Badan sebagiumana dnnaksud pada ayat (I) 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABIV 
TUGAS, FUNGSJ DAN URAIAN TIJGAS 

Bagian Kesatu 
Kepa]a Sadan 

tu gas; 

Paaal 4 
(1) Kepala Sadan mempunyai tugas memb&ntu Bupati dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keaatuan Bangsa. 
dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tug.as pembantuan 
yang diserahkan oleh Bupau kepadanya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan 

Bangsa dan Politik; 
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan 

Bangsa dan Politik; 
c. petaksanaan monitoring, cvaluasi dan pelaporan urusan 

pemerintahan bidang Kesa.tuan Bangaa dan Polibk; 
d. pela.ksanaan administrasi Badan; dan 
e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Ura.ian tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi : 

a. menyuaun rencana kcgiatan Badan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengcvaluaai pelakaanaan tugas dalam 

lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naakah dinas; 

a. mengikuti rapat-rapat seauai bidang tugasnya; 
b. merumuakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja 

dan Rencana Kerja Anggaran Badan; 
c. merumuskan kebijakan teknis di bidang Kesa.tuan Bangsa dan 

Politik; 
d. mengoon:linir Penyelenggaraan Survey Kepuasan Maayarakat dalarn 

ling.kup Badan; 
e. menyelenggarakan pembinaan terhadap penyusunan laporan 

Standar Pelayanan Minimal di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ; t 
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f. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dcngan Kcmcntcrian, 
Pemerintah Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah unit kcrja terkait dalam rangka kclancaran tugas; 

g. menetapkan Standar Pelayanan da.lam lingkup Sadan; 
h. membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemcrintah dalarn Jingkup Sadan; 
i. mengoordinir penyusunan 1.aporan Kinerja Inatanai Pemcrintah Sadan; 
J. mcnyclcnggarakan pembinaan terhadap penyusunan Standar 

Operasional Prosedur dalam lingkup Badan; 
k. menginvcntariaasi dan mengkaji perma.salahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan mcnyiapkan bahan petuajuk pemecahan maaalah; 
I. menyelcnggara.kan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

penyelenggaraan kcbijakan teknis di bidang ldeologi, Wawasan 
Kebangsaan dan Karakter Bangsa, bidang Po!itik Dalam Negeri, 
bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Orga.nisaei 
Kcmasyaraka.tan dan bidang Kcwaspadaan Nasional dan 
Penanganan Konflik; 

m. menyclenggarakan koordinasi dan konsultasi dcngan lcmbaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyclenggaraan 
urusan Kcsatuan Bangsa dan Politik; 

n. menilai kincrja Pegawai Aparatur Sipil Negara seeuai kctcntuan 
Peraturan Per Undang·undangan; 

o. menyusun laporan huil pclaksanaan tugas Kepe.la Sadan dan 
mcmberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusa.n kebiJakan; dan 

p. mcnyclenggarakan tugaa kcdinaaan lain yang diperintahkan ataaan 
eeeuar dcngan bidang tugasnya. 

&gian Kcdua 
Sekretariat 

Pasal S 
(l) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu 

Kepa.la Sadan dalarn melaksanakan koordinaai kegiatan, memberikan 
pelayanan teknis dan admm1etrasi penyusunan program, pelaporan, 
umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkup Sadan. 

(21 Untuk melabanakan tugas aebagaimana dimaksud pada ayat (IJ, 
Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 
a. pengoordinaaian pelaksanaan tugas dalam lingkup Sadan; 
b. Pelaksanaan hubungan masya.rakat dan keprotokolan dilingkungan 

Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik; 
c. Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan 

aset dalam lingkup Badan; 
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e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara dalam lingkup Badan;dan 
r. penyelenggaraan fungsi lam yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan tugrumya. 
(3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi; 

a. menyusun rencana kegiatan Sadan eebegai pcdoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. mendistribu&ikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
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f. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dcngan Kcmcntcrian, 
Pemerintah Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah unit kcrja terkait dalam rangka kclancaran tugas; 

g. menetapkan Standar Pelayanan da.lam lingkup Sadan; 
h. membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemcrintah dalarn Jingkup Sadan; 
i. mengoordinir penyusunan 1.aporan Kinerja Inatanai Pemcrintah Sadan; 
J. mcnyclcnggarakan pembinaan terhadap penyusunan Standar 

Operasional Prosedur dalam lingkup Badan; 
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dengan bidang tugasnya dan mcnyiapkan bahan petuajuk pemecahan maaalah; 
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penyelenggaraan kcbijakan teknis di bidang ldeologi, Wawasan 
Kebangsaan dan Karakter Bangsa, bidang Po!itik Dalam Negeri, 
bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Orga.nisaei 
Kcmasyaraka.tan dan bidang Kcwaspadaan Nasional dan 
Penanganan Konflik; 

m. menyclenggarakan koordinasi dan konsultasi dcngan lcmbaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyclenggaraan 
urusan Kcsatuan Bangsa dan Politik; 

n. menilai kincrja Pegawai Aparatur Sipil Negara seeuai kctcntuan 
Peraturan Per Undang·undangan; 

o. menyusun laporan huil pclaksanaan tugas Kepe.la Sadan dan 
mcmberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusa.n kebiJakan; dan 

p. mcnyclenggarakan tugaa kcdinaaan lain yang diperintahkan ataaan 
eeeuar dcngan bidang tugasnya. 

&gian Kcdua 
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Pasal S 
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c. �emantau, mengawasi dan mcngevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
hngkungan Badan untuk mcngetahui perkembangan pelaksanaan tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; 
e. mengik\Jti rapat-rapat eeeuar bidang tugasnya; 
f. membantu Kepala Badan merumuskan dan menetapkan Rencana 

Strategia, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Badan; 
g. menyelenggarakan Survey Kcpuaaan Muyarakat dalam lingkup Badan; 
h. menyusun dan membuat Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah Sadan; 
t. mengoordinir penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minima.I lingkup Sadan; 
J· mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Sadan 

sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pelaksanaan kegiatan; 
k. mengoordinasikan dan melakaanakan penyusunan, program, 

perencanaan, pengendalian, dan evaluasi eerta pelaporan kinerja Sadan; 
I. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administra.si 

umum, kcpegawaian dan hukum dalam lingkup Be.dan; 
m. mengoordinasikan dan melakaanakan pelayanan administraai 

keuangan; 
n. menyelenggarakan dan mengoordinasika.n administrasi pengadaan, 

pemelihara.an dan penghapusan barang; 
o. mengoordinaaikan dan memfasilitasi kegiatan org.anisasi dan 

tatalakaana; 
p. menyuaun dan melakeanakan Standar Pelayanan dalam lingkup Bad an; 
q. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformas.1 Birokrasi dalam lingkup Badan; 
r. menyelengga.rakan fungsi Pejabat Pcnge!ola lnfonnasi dan 

Dokumenta.si dalam lingkup Badan, 
s. memfasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

dalam lingkup Badan; 
t. menyusun Standar Operasional Prosedur seauai rincian tug.as dan 

melakukan evaluaai Standar Operaaional Prosedur dalam lingkup Badan; 
u. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawaaan 

penye\enggaraan kebijakan teknis di bidang ldeologi, Wawasan 
Kebangaaan dan Karakter Bangaa, bidang Politik DaJam Negeri, 
bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organiaa.ai 
Kemasyara.katan dan bidang Kewaspadaan Nasional dan 
Penanganan Konfllk; 

v. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelengga.num 
uruaan Kesatuan Bangaa dan Politik; 

w. menilai kinerja Pegawa.i Aparatur Sipil Negara seauai Ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

x. menyusun laporan hasil pelak3anaan tug.as Kepala Baclan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebaga.i bahan 
perumuaan kebijakan; dan 

y. melakaanakan tugaa kedmasa.n lain yang diperintahkan atasa.n 

t eeeued dengan bidang tugasnya. 
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Pamgrafl 
Subbe.gian Program 

Pa8aJ 6 
(IJ Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan 

program pengclolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi, penyusunan laporan kinerja scna melakukan pengelolaan 
keuangan, penatausahaan, a.kuntansi, verifikasi, dan pembukaan. 

(2) Untian tugaa Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi . 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program aebagai pedoman dalam pelakaa.naan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluaai pelaksanaan tugas lingkup 

Sadan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naakah dinu; 
e. mengikuti rapat-rapat se11ua.i bidang tugasnya; 
r. membantu Sekretaris merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sadan; 
g. menyusun dan membuat dokumen Laporan Kine!]& lnstansi Pemerintah Badan; 
h. menyusun laporan Standar Pelayanan Minimal lingkup Sadan; 
i. mengoordinaa.ikan, menyiapkan bahan data dan infonnaai program 

dan melakukan penyusunan pereneanaan program dan kegiatan; 
J- menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi 

Jdnerja; 
k. menyiapkan bahan dan menyusun le.poran perjanjian kinerja Sadan; 
I. mengumpulkan bahan dan menyuaun Reneana Kinerja Tahunan 

dalam linglrup Sadan; 
m. memba.ntu Sekretaris menyiapkan ba.han, menyuaun dan 

merumuskan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran lingkup Sadan; 

n. menyusun Sta.ndar 0penl1Jional Prosedur sesuai uraian tugaa dan 
melakukan evalua.si Standar Operaa.ional P.cosedur; 

o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan 
kebijakan teknis di bidang Subbe.gian Program dan Anggaran; 

p. melaksanakan koordinasi dan konaultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyclenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

q. menilai kinerja Pegawai Apara.rur Sipil Negara scsuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

r. menyuaun laporan haail pelakaanaan tugaa Kepala Badan dan 
membcrikan sanm pertimbangan kcpada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
seauai dengan bidang tugaanya. 

Pamgraf2 
Subbagian Keuangan 

Paaal 7 
(I) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan 

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan 
�:;'=";7,:��d:,�gclolaan administraar dan pelaporan keuangan 
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(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman 

dalarn pelaksanaan tugu; 
b. mendistl'ibusikan dan membcri petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalarn 

lingkungan Badan untuk mengetahui perkcmbangan pelakeanaan tuga,; 
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf danfatau 

menandatangani naskah dinas; 
e. mengikuti rapat-rape.t eeeuer bidang tugaanya; 
l. mcngumpulkan bahan, mengoordinaaikan dan menyuaun rencana 

kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan 
rencana proyekai pendapatan scbagai bahan penyusunan anggaran 
Sadan· ' 

g. me\akukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan 
keuangan Sadan; 

h. mcngoordinasikan pelakeanaan akuntansi pengeluaran dan 
pcnerimaan keuangan dalam lingkup Sadan; 

i. menyiapkan bahan dan menyueun lapora.n keuangan dalam lingkup 
Badan; 

J. menyuaun realisaai perhitungan anggaran dalam lingkup Sadan; 
k. mengevaluaa1 pelaksanaan tugaa bendaharawan dalam lingkup 

Badrur ' 
I. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti 

laporan hast! pemeriksaan keuangan dalam lingkup Sadan; 
m. menyusun dan melaksa.nakan Standar Op,erasional Prosedur aesuai 

uraian tugas dan melakukan eva.luaai Standar Operasional Prosedur, 
n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

penyelengga.raan kebijakan teknis di bidang Subbagian Keuangan; 
o. melaksanakan koordinasi dan konsultas1 dengan lembaga 

pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Kesatuan Bangaa dan Politik 

p. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. aesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

q. menyuaun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Sadan clan 
memberika.n saran pertimbangan kepada Atasan aebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

r. melakaanakan tugas kedmasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pa,aJ 8 
(IJ Subbagian Umum dan Kepegawaian dipunpin oleh Kepala Subbagian 

Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakaanakan uru81Ul 
pereuratan, tata usa.ha pimpinan, kea.rsipan, hubungan masyarakat dan 
protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aaet serta pengelolaan 
kepegawaian. 

(2) Uraian tugaa Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian !lebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

aebagai pedoman dalam pelakaanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan rugas, I 
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluaai pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan badan untuk mengetahui pcrkembangan pclaksanaan tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; 
e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tuga,nya; 
f. me\aksanakan dan mengevaluasi pclak3anaan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Sadan; 
g. membantu Sekretaris menyusun dan mcmbuat Laporan Anahsis 

Jabatan, Analisis Behan Kerja dan Evaluasi Jabatan; 
h. melakukan pengklasifikaS1an surat menu rut jenisnya; 
i. melakukan adminiatrasi dan pcndiatribuaian naskah dinas masuk 

dan keluar; 
J. melakukan pengelolaan araip naskah d!nas dalam llngkup Badan; 
k. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pcngaclaan, 

pendistribuaian, pemeliharaan, inventarisasi dan pcnghapusan barang; 
I. menyiapkan bahan clan menyusun daftar inventarisasi barang eerte 

menyusun laporan be.rang inventaris; 
m. melakukan, menyiapkan dan mcngoordina3ikan pengekllaan urusan 

rumah tangga Sadan; 
n. menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan dan melakukan 

eva.luaai dalam lingkup Sadan; 
o. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, 
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pegawai; 
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penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Subbagian Umum dan I Kepegawaian; 
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cc. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dcngan \embaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Kesatuan Bangsa dan Polltik 

dd. menginventarisas.i dan mengkaji pennasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapka.n bahan petunjuk pemecahan masa:lah; 

ee. men,Iai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara aesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

ff. mcnyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

gg. melaksanakan tugas kedinasan lam yang diperintahka.n atuan 
aesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Ketiga 
Btdang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa .. ..,. 

(l) Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpm 
oleh Kepala Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakt:er Bangsa 
mempunyai tugas melaksanakan Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan 
dan Karakter Bangsa. 

(21 Untuk melaksanakan tugas seba.gaimana dimaksud pada ayat (!), 
Kepala Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 
menyelenggara.kan fungsi; 
a. penyusunan Program Kerja di Bidang !deologi Wawasan Kebanpaa.n, 

Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsa.an, Bhineka 
Tunggal Uca clan Sejarah Kebangsaan; 

b. perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebanpaan, 
Bhineka Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan; 

e. pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jdeo)ogi Wawasan Kebanpaan, 
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka 
Tunggal Ilea dan Sejarah Kebangsaan; 

d. pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang ldeologi 
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaumn 
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Jka dan Sejarah Kcbangsaan; dan 

e. pelakaanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan. 
(3) Uraian tugae Kepala Bidang Jdeologi, Wawasan Kebangaaan dan 

Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyuaun rencana kegiatan Bidang Jdeologi, Wawasan Kebangsaan 

dan Karakter Bangsa. sebagai pedoman dalam pelakaanaan tugas; 
b. mendi1tribuaikan dan memberi petunjuk pelakaanaan tugaa; 
e. memantau, mengawa.si dan mengevaluasi petaksanaan tugas dalam 

lingkungan Badan unruk mengetahui perkembangan pclaksanaan 
tu gas: 

d. menyuaun rancangan, mengorcksi, mema.raf dan/atau 
menandatangani naskah dines; 

e. mengikuti rapat-rapat aeauai bidang tugasnya; 
(. menyelenggarakan pcmetaan kondisi ideologi, wawaaan kebangsaan 

dan pembinaan karakter bangsa di wila,yah Daerah: 
g. menyelenggarakan dan pcngoordinasia.n pemantapan dan penguatan 

Kctahanan ldcologi Negara, Wawasan Kebangsaan dan Ka.rakter 
Bangsa di wilayah Daerah; 

h. menyelenggarakan pemantapan dan peningkatan kesadaran Bela \ Negara dan cinta tanah air di wilayah Daerah: 
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1. menyelenggarakan Pembcntukan dan pengembangan karakter 
bangsa di wilayah Oaerah; 

j. menyelenggarakan penanganan dampak perkembangan ideologi dan 
perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah kabupaten; 

k. menyelenggarakan penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila 
di wilayah Daerah; 

I. menyelenggarakan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di 
wilayah Oaerah; 

m. menyelenggarakan pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di 
wilayah Oaerah; 

n. menyelenggarakan penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, 
dan lambang Negara, serta 1agu kebangsaan Indonesia sebapi 
sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang 
menjadi simbo] kedaulatan dan kehonnatan Negara di wilayah Oaerah; 

o. menyelenggarakan pemahaman stjarah kebangsaan dan nilai-nilai 
perjuangan di wilayah Oaerah; 

p. menyelenggan1.kan pendidikan kewarpnegara.an bcrdasa.rkan 
Pancasila dan Undang-Undang Casar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945 di wilayah Oaerah; 

q. menyelenggarakan dan pembinaan Forum Pembe.uran Kebangsaa.n 
di wilayah Oaerah; 

r. menyelenggarakan Pelestarian Bhinneka 1\J.nggal Bea; 
a. menyelenggarakan pembmaan kesadaran, semangat, dan jiwa 

nasionalisme d1 wilayah Oaerah; 
t. menyelenggarakan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangaa di 

wilayah Oaerah; 
u. melakukan peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan 

Negara Kesatuan di wilayah Oaerah. 
v. melakukan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan 

pengawasan program dan kegiatan Bidang ldeologi, Wawasan 
Kebanpaa.n dan Kare.Iner Bangsa 

w. mempelajari dan mengolah peraturan penmdangan-undangan, 
kebijakan, pedoman dan petunjuk telcus scrta data dan mforrnasi 
lainnya yang berhubungan dengan Bidang tugasnya; 

x. menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan 
Bidang ldeologi, Wawasan Keba.ngsaan dan Karakter Bangsa serta 
Budaya dan Etika Politik; 

y. memantau kegiatan 110sialisasi peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis yang berhubungan dengan bidang ldeologi, 
Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.; 

�- menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai rincian tugas dan 
melakukan evaluaai Standar Operasional Prosedur; 

aa. menye!engga.rakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan leknis di bidang ldeologi, Wawasan 
Kebangsaan dan K.aralcter Bangsa; 

bb. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembe8a 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

cc. menilai kinerja Peg.a.wai Aparatur Sipil Negara se:suai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

dd. menyusun laporan haa.il pelaksanaan tugaa Kepala Sadan dan 
memberikan saran pertimbangan kepa.da Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

ee. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

1 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Bagian Keempat 
Bidang Politik Dalaln Negeri 

Pasa.110 
(I) Bidang Politik Dalam Negen dipimpin oleh KepeJa Bidang Politik Dalam 

Negeri yang melaksanakan tugaa tugaa Bidang Politik Dalam Negeri. 
(2) Untuk melakaanakan tugaa sebqaimana dimakaud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: 
a. pcnyusunan program kerja di bidang pcndidikan polltik, etika 

budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pcmerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ 
pemilihan umum kepala daerah scrta pcmantauan situasi politik di 
wilayah kabupaten/kota; 

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan 
politik, etika budaya politik., pcningkatan demokraar, fasilitasi 
kelembagaan pcmerintahan, perwakilan dan part.a.i politik, pcmilihan 
umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan aituasi 
politik di wilayah kabupaten/kota; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pcndidik&n politik, etika budaya 
politik, pcningkaran demokrasi, fasthtasi kelembagaan 
pcmerintahan, perwakilan dan parta.i politik, pcmilihan umum/ 
pcmilihan umum kepala daerah serta pemantauan situaai politik di 
wilayah kabupaten/kota ; 

d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan polittk, etika budaya 
politik, peningkatan demokrasi, fa:,.ilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ 
pemilihan umum kepa.Ia daerah acrta. pemantauan aituasi politik di 
wilayah kabupaten/kota; 

e. petaksanaan monitonng, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
pendidikan politik, etilca budaya politik, penmgkatan demokrasi, 
fasilitaai kelembagaan pcmerintahan, pcrwakilan dan partai politik, 
pcmilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah sens 
pemantauan situaai politik di wilayah kabupaten/kota; dan 

(. pcnyelenggaraan fungsi lain yang dibcrikan oleh pimpinan .sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Politik DaJam Negeri sebagaimana dimakaud 
pads ayat (1), mc!iputi: 
a. menyuaun rcncana kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri sebagai 

pedoman dalam pclak8anaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. mcnyusun rancangan, mcngoreksi, mcm.araf dan/atau 
mcnandatangani naskah dinas; 

c. mcngikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. mcnyclcnggarakan pcmctaan kondisi Politi.k Dalam Negeri di wilayah 

Dacrah: 
g. mcnyclenggarakan dan pcngoordinasian pcmantapan dan pcnguatan 

Pol1tik DaJam Ncgeri di wilayah Dacrah; 
h. mcngumpulkan bahan kctcrangan dan infonnasi di Bidang Politik 

Dalam Ncgcri di wilayah Daerah; 
1. melakukan pcmetaan aituasi, kondisi, dan unaur-unaur yang 

mempcngaruhi Politik Dalam Negeri dr wilayah kabupaten; ! 
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umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan aituasi 
politik di wilayah kabupaten/kota; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pcndidik&n politik, etika budaya 
politik, pcningkaran demokrasi, fasthtasi kelembagaan 
pcmerintahan, perwakilan dan parta.i politik, pcmilihan umum/ 
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(3) Uraian tugas Kepala Bidang Politik DaJam Negeri sebagaimana dimakaud 
pads ayat (1), mc!iputi: 
a. menyuaun rcncana kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri sebagai 

pedoman dalam pclak8anaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. mcnyusun rancangan, mcngoreksi, mcm.araf dan/atau 
mcnandatangani naskah dinas; 

c. mcngikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. mcnyclcnggarakan pcmctaan kondisi Politi.k Dalam Negeri di wilayah 

Dacrah: 
g. mcnyclenggarakan dan pcngoordinasian pcmantapan dan pcnguatan 

Pol1tik DaJam Ncgeri di wilayah Dacrah; 
h. mcngumpulkan bahan kctcrangan dan infonnasi di Bidang Politik 

Dalam Ncgcri di wilayah Daerah; 
1. melakukan pcmetaan aituasi, kondisi, dan unaur-unaur yang 

mempcngaruhi Politik Dalam Negeri dr wilayah kabupaten; ! 
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j. mempelajari dan mengolah peraturan perundangan-undangan, 
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknia eerta data dan infonnaai 
lainnya yang berhubungan dengan Bidang tuga9nya; 

k. menyuaun bahan pembinaan dan fa9ilita8l pelakaanaan kegiatan 
Bidang Politik Dalam Negeri; 

I. meningkalkan pemahaman mengenai demokras1 yang berdaaarkan 
Pancasila di wilayah Daerah; 

m. meningkatkan partiaipaai masyarakat di Bidang politik di wilayah 
Daerah; 

n. melakukan faSllitaai peningkatan partisipasa perempuan di Bidang 
politik di wilayah Daerah; 

o. menyelenggarakan dan fasilitaai pendidikan politik di wilayah 
Daerah; 

p. mcnyusun data dan informasi partai politik di wilayah Daerah 
q. me!akukan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai 

politik di wilayah Daerah; 
r. menyelenggarakan verifikasi ba.ntuan keuangan partai politik di 

wilayah Daerah 
s. melaksanak.an komunikasi politik dengan supra dan infra struktur 

Politik Dalam Negeri di wilayah Daerah; 
t. melakukan fasrlitaei penanganan masalah dinamika Politik De.Jam 

Negen di wilayah Daerah; 
u. melakukan fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik 

sebagai Badan hukum di wilayah Daerah; 
v. melakukan pemantauan pelakaanaan pemilihan umum Presiden dan 

Wakil Prcsiden di wilayah Daerah; 
w. melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

x. melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di 
wilayah Daerah; 

y. melakukan pemantauan perkemba.ngan Politik Dalam Negeri di 
wilayah Daerah; 

z:. memantau kegiatan sosialisaai peratunm perundang-undangan, 
kebijakan teknis yang berhubungan dengan bidang Politik Dalarn 
Negeri; 

aa. menyusun Standar Operasional Prosedur IJC3Uai rincian tug.as dan 
me!akukan evaluaai Standar Operaaional Prosedur; 

bb. menyelenggarakan monitoring. evaluaai dan pengawasa.n 
penyelenggaraan kebijakan tekni9 di bidang Politik Dalam Negeri; 

cc. menginventarisasi dan mengkaji pennasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan maaalah; 

dd. menyelenggarakan koordinasi dan konsu!taai dengan lembap 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

ee. memJai kinetja Pegawai Aparatur Sipil Negara aesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

ff. menyusun !aporan haail pelaksanaan tugas Kepe.la Badan dan 
memberikan IJ8.Ta.ll pertimbangan kepada Atasan sebagru bahan 
perumusan kebijakan; dan 

gg. melaksa.nakan tuga.s kedinaaan lain yang diperintahkan 
seauai dengan bidang tugaanya. 
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Bagian Kelima 
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dan Organisasi 

Kemasya.rakatan 

Paaa..l 11 
(IJ Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dan Organisasi 

Kemaayarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Soaial, Budaya dan Agama dan Organisasi Kemasyarakatan yang 
melaksanakan tuga_s Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosia.l, Budaya, 
Agama dan Organisaai Kemasyarakatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebaga.imana dimaksud pada ayat {I), 
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dan 
Organisasl Kemasyarakatan fungsi: 
a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonom1, 90sia1, 

budaya, rasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, rasilita.si 
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta 
pendaftaran ormas, pemberdayaan orma.s, evaluasi dan mediasi 
acngketa onnas, pcngawasan onnas dan onnas asing di wilayah 
kabupaten/kota; 

b. penyusunan be.ban perumusan kebijakan di bidang ketahanan 
ekonomi, sosial, budaya, fasilite.si pencegahan penyalahgunaan 
narkotika, fasihtasi kerukunan umat beragama dan penghayat 
kepercayaan serta pcndaftaran ormas, pemberdayaan ormaa, 
evaluaai dan mcdiasi acngkete. ormas, pengawasan onnaa dan onnas 
asing di wilayah kabupaten/kota ; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonorni, 90sia1, 
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi 
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan acrta. 
pendaftaran onnas, pemberdayaan onnas. evaluasi dan mediasi 
sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah 
kabupaten/kota ; 

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, 80$ial, 
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, raailitasi 
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan acrta 
pendaftaran onnas, pemberdayaan onnas, evaluasi dan mcdiasi 
sengketa ormas, pcngawasan ormas dan onnas asing di wilayah 
kabupaten/kota; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan 
penyalahgunaan narkotika, ras.ilitas.i kerukunan umat beragama dan 
penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan 
onnas, evalueet dan mcdiasi sengketa onnas, pengawasan crmaa dan 
ormas asingdi wilayah kabupaten/kota; dan 

f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugaa Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosia1, Budaya dan 
Age.ma dan Organisasi Kemasyarakatan seba.gaimana dimaksud pada 
ayat (I), meliputi : 
a. menyusun rcncana kegiatan Bidang Ketahanan Ekonoml, Sosial, 

Budaya dan Agama dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendisuibusikan dan memberi pc:tunjuk pc:laksanaan tugas; 
c. memantau, mengawaai dan mengevalua.si pc:laksanaan tugas dalam 

lingkungan Sadan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengorcksi, 
menandatangani naskah dinas; 

m,marar dan/at.au t 
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e. mengilcuti rapat-rapat eesuai bidang tugasnye: 
f. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai urauu, tugaa dan 

melalrukan evaluasi Standar Operaaional Pro&edur; 
g. menyelenggarakan pemetaan kondisi Ketahanan Ekonomi, Soaial, 

Buda.ya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan di wilayah Oaerah; 
h. menyelenggarakan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan 

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Buda.ya, Agama dan Organisasi 
Kemasyarakatan di wilayah Dacra.h; 

1. mcngumpulkan bahan kctcrangan dan informasi di Bidang 
Kctahanan Ekonomi, Sosial, Buda.ya, Agama dan Organisasi 
Kemasyarakatan di wilayah Oaerah; 

J· melakukan pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unaur yang 
mempengaruhi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Buda.ya, Agama dan 
Organisasi Kemasyarakatan di wilayah kabupaten; 

k. mempelajari dan mengolah ketentuan pemturan perundangan­ 
undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis sena 
pengelolaan data dan infonnasi lainnya yang berhubungan dengan 
Bidang tugasnya; 

I. menyusun bahan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Buda.ya, Agama dan 
Organisaai Kemasyarakatan; 

m. meningk.atkan pemahaman mengenai Ketahanan Ekonomi, Sosial, 
Budaya, Agama dan Organisaai Kemaayarakatan yang berdasarkan 
Pancaaila di wilayah Oaerah; 

n. meningkatkan parusipasi muye.rakat di Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama clan Organisasi Kemasyarakatan di 
wilayah Oacrah; 

o. menyusun data dan infonnasi Ketahanan Ekonomi, So8ial, Budaya, 
Agama dan Organisasi Kema,yarakatan di wilayah Oaerah 

p. menyelenggarakan kegiatan pemantauan kegiatan soeialisa.si 
pera.turan perundang-undangan, kebijakan teknis yang 
berhubungan dengan bidang Ketahanan Ekonomi, Soeial, Buda.ya, 
Aga.ma dan Organisasi Kemaayamkatan; 

q. menyelenggaraka.n monitoring, cvaluaai dan pengawaaan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Ekonomi, 
Soaial, Buda.ya dan Agama dan Organisaai Kemasyarakatan, 

r. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi clan pelaporan basil 
pelakaanaan k.egiatan; 

a. menyelenggarakan koordinaai dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Kesatuan Bangsa dan Politik 

t. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara eeeuec ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

u. menyuaun laporan basil pelakaanaan tugas Kepala Badan dart 
memberikan saran pertimbangan kepada Ataaan aebe.gai bahan 
perumusan k.ebijakan; dan 

v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
aeauai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keenam 
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 

Pasal 12 
(I) Bidang Kewaapadaan Nasional dan Penanganan Konfiik dipimpin oleh 

Kepala Bidang Kewaspedaan Nasional dan Penanganan Konflik yang 
melaksanakan tugas Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. • f 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sehagaimana dimakaud pada ayat (I), 
Kepala Bidang Kewaapadaan Nasional dan Penanganan Konnik fungsi: 
a. penyusunan program kerja di b1dang pendidikan politik etika 

budaya penyusunan program kcrja di bidang kcwaspadaan dini, 
kerjasama intclijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 
Lembaga asing, kcwaspadaan perbatasan antar ncgara, fasilitasi 
kclcmbagaan bidang kcwa.spadaan, serta penanganan konflik di 
wilayah kabupatcn/kota; 

b. penyuaunan bahan perumusan kcbijakan di bidang kewaspadaan 
dini, kerjasama intelijcn, pemantauan orang aeing, tcnaga kerja 
asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar ncgara, 
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, sena penanganan 
konmk di wilayah kabupaten/kota; 

c. pe!aksana.an kebijakan di bidang kewaapadaan din!, kcrjasama 
intchjen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asmg dan Lembaga 
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r. mcnyclenggarakan pemetaan kondiai Kewaspadaan Nasional dan 
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Jainnya yang berhubungan dengan Bidang tugasnya; f 
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k. menyiapkan dan menyusun bahan pelaporan pelaksanaan kegratan 
Kewaapadaan Nasional dan Penanganan Konflilc; 

I. meningkatkan pemahaman mengenai Kewa.apadaan Nasional dan 
Penanganan Konfiik di wilayah Oaerah; 

m. menyusun data dart informasi Kewaspadaan Nasional dan 
Penanganan Konflik di wilayah Daerah 

n. melakukan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis yang bcrhubungan dengan bidang Kewaapadaan 
Nasional dan Penanganan Konflik; 

o. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai uraian tugas dan 
melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur, 

p. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebiJakan teknia di bidang Kewaspadaan Nasional 
dan Penanganan Konnik; 

q. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan eerta 
pelaporan basil pelaksanaan kegiatan; 

r. menginventarisaei dan mengkaji pennasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugaanya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 

s. menyelenggarakan koordinaai dan konsultasi dengan lemba&a 
pemerinta.h dan non pemerintah da1am rangka penyelenggaraan 
urusan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

t. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara seauai Peraturan Per 
Undang-undangan; 

u. menyuaun laporan basil pelaksanaan tugaa Kepala. badan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Ataaan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

v. melaksanakan tugaa kedmasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugaanya. 

BAB V 
KELOMPOK JABATAN FUNCSIONAL DAN PElAKSANA 

Pasal 13 
(I) Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat membentuk sejumlah 

kelompok jabatan fuegercnal dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan 
dan berdaaa.rkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan fi\mgaional dan pelakaana sebagaimana dimakaud 
pada ayat (I) melaksanakan tuga_s sesuai dengan bidang jabe.tan 
fungsional dan pela.ksana masing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan 
aiatem kerja. 

BAB VI 
TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Pelak.sanaan Togas dan Fungsi 

Pasal 14 
(It Kepala Sadan dalaJn melaksa.nakan tu gas dan fungsinya berdaaa.rkan 

kebijalcan umum yang ditetapkan oleh Bupati seeuai dengan ketentuan J peni.turan perundang-undangan; 

� 
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(2) Kepe.la Sadan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
F'ungsional, dan Pelaksana dalam lingkup Sadan melaksanakan tugas 
dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
eerta menerapkan pnnaip hierarki, koordinasi, kerjua.ma, integras.i, 
sinkronisasi, simphfika.si, akuntabilitas, transparans.i, serta efektifitas 
dan efisiens.i, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang· Undangan; 

(3) Kepala Sadan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dalam 
lingkungan Sadan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi pemerintah/swasta terkait dalarn rangka meningkatlcan 
kinerja dan memperlancar pelaksana.an tug.as dan fungsi Sadan. 

Bagian Kedua 
Pengendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pengawasan 

Pasal 15 
(lJ Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subba.gian dalam 

lingkungan Badan dalarn melakaa.nakan tugasnya, melakukan 
pengendalian dan evalua81 serta melaksanakan rapat koordinasi secara 
berkala dan/atau sesua.i kebutuhan; 

(2) Kepala Sadan, Sekretaris, Kepa]a Bidang, Kepe.la Subbqian, Pejab&t 
F'ungsional, dan Pelakaana dalam lingkungan Badan wajib mematuhi 
petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan taporan secara 
berkala dan/atau sesua.i kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan 
masing-m.asing; 

(3) Kepala Sadan, Sekretaria, Kepala Bidang dan Kcpala Subbagian dawn 
lingkungan Badan melak81lllakan pcngawa.san aesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa.l 16 
Ketentuan yang mengatur sub koordinator dalam Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Togas dan F'ungsi 
aena Tata Kerja Sadan Keaatuan Bangsa dan Politik (Serita Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 721, tetap berlaku sampai dengan 
ditetapkannya pcraturan bupa.ti tentang sistem kerja pada pemerintah 
daerah. 

BAB VIIJ 
KETENTIJAN PENUTIJP 

Pasal 17 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, peraturan Bupati Pinrang Nomor 
72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Togas dan F'ungsi serta Tata 
Kerja Badan Keeatuan Ba.ngsa dan Pobtik (Serita Daerah Kabupaten 
Pinrang Tahun 2021 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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l'B8aJ 18 
Peraturan Bupati in! mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar aetiap orang mcngctahuinya, mcmcrintahkan pcngundange.n Peraturan 
Bupati ini dcngan pcncmpatannya dalrun Bcrita Dacrah Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal � :lu10 ,o� 
BUPATI PINRANG, 

Diundangkan di Pinrang 
pada tanggal 06 .l.i�i ?m-"t 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANO 

BU A A 

BERIT OAERAH KABUPATEN PINRANO TAHUN 2023 NOMOR 
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